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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh digitalisasi pelayanan
terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Bapenda Kota Makassar. Untuk mengetahui
dan menganalisis pengaruh insentif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Bapenda
Kota Makassar. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh manfaat pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak pada Kantor Bapenda Kota Makassar. Untuk mengaplikasikan tujuan
tersebut maka digunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, sedangkan teknik
analisis data menggunakan uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, analisis regrsi berganda
serta pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kebijakan insentif
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Manfaat pajak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Digitalisasi Pelayanan, Insentif, Manfaat Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

This research aims to determine and analyze the influence of service digitalization on taxpayer
compliance at the Makassar City Revenue Office. To determine and analyze the influence of
incentives on taxpayer compliance at the Makassar City Revenue Office. To determine and
analyze the influence of tax benefits on taxpayer compliance at the Makassar City Revenue
Office. To achieve these objectives, data collection techniques through questionnaires were
used, while data analysis techniques used research instrument testing, classical assumption
testing, multiple regression analysis, and hypothesis testing. The research results indicate that
service digitalization has a positive and significant influence on taxpayer compliance. Incentive
policies have a positive and significant influence on taxpayer compliance. Tax benefits have a
positive and significant influence on taxpayer compliance.
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PENDAHULUAN

Dewasa ini masalah pembangunan suatu daerah akan terlaksana dengan baik
jika berbagai sumber daya dikelola dengan baik, akan memberikan dampak terhadap
peningkatan pendapatan daerah dimana akan digunakan untuk membiayai semua
pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan daerah. pendapatan daerah yang
merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Oleh karena itu salah satu sumber
penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah. UU No 1 tahun 2022
tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal
1 yang mengemukakan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak
merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga dalam pemungutan pajak
daerah merupakan komponen penting dalam rangka menunjang pembangunan
daerah sehingga perlu ditingkatkan penerimaannya sehingga kemandirian daerah
dalam hal pembiayaan penyelenggaraan di daerah dapat digunakan untuk
membiayai pengeluaran rutin dan pembangan daerah sehingga yang termasuk pajak
daerah yang dapat meliputi pajak hotel, pajak retoran, pajak hiburan, pajak reklame,
pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet,
PBBP2 dan BPHTB.

Pentingnya fungsi dan peran pajak daerah dalam penerimaan daerah, maka
upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah maka salah satu faktor yang
perlu ditingkatkan adalah kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak daerah.
Masalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah merupakan elemen
kunci dalam menjaga stabilitas keuangan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas
hidup masyarakat, dan mendukung pembangunan wilayah selain itu juga
merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat di daerah. Hanya
saja permasalahan yang terjadi selama ini tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia
masih rendah, Hal ini dapat disajikan pertumbuhan rasio kepatuhan wajib pajak
untuk membayar pajak untuk tahun 2019 yakni sebesar 73.06 %, tahun 2020 sebesar
77.63 %, tahun 2021 sebesar 84.07 % dan tahun 2022 sebesar 83.20 %. (Sumber :
Bapenda Kota Makassar). Penurunan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
di Indonesia khususnya dalam tahun 2022 maka perlunya upaya untuk meningkatkan
kepatuhan wajib pajak sehingga diharapkan penerimaan pajak di Indonesia dapat
lebih ditingkatkan, sehingga terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak yakni digitalisasi pelayanan, kebijakan insentif dan manfaat
pajak. Digitalisasi pelayanan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak merupakan
suatu proses, di mana pemerintah dapat memanfaatkan teknologi digital dan sistem
informasi untuk menyederhanakan, mempermudah, dan meningkatkan layanan
perpajakan kepada wajib pajak. Hal ini dapat memberikan untuk meningkatkan
tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Beberapa peneliti
sebelumnya terkait dengan pengaruh digitalisasi pelayanan terhadap kepatuhan
wajib pajak yakni Aini dan Nurhayati (2022), Fitria et al., (2022) yang menemukan
bahwa digitalisasi pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Dimana dalam peneliti sebelumnya ini dikuatkan dengan
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teori stewardship dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara wajib
pajak dan otoritas pajak dalam konteks digitalisasi perpajakan. Dengan menjalankan
perannya sebagai steward perpajakan, wajib pajak dapat memastikan kepatuhan
pajak yang lebih baik melalui penerapan teknologi dan pemahaman yang tepat
mengenai aturan perpajakan.Namun penelitian yang dilakukan oleh Cahyasari dan
Michael (2023) yang tidak dapat membuktikan bahwa digitalisasi pelayanan
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga penelitian yang dilakukan
Cahyasari dan Michael (2023) tidak sejalan dengan teori stewardship dan penelitian
yang dilakukan Aini dan Nurhayati (2022), Fitria et al., (2022) sehingga masih
ditemukan adanya riset gap dalam penelitian ini. Kemudian faktor lainnya yang
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kebijakan insentif. Kebijakan insentif
memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan tingkat ketaatan wajib pajak dalam
memenuhi kewajibannya guna membayar pajak sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Oleh karena itu perlu dirancang kebijakan insentif yang penting guna dapat
memastikan bahwa adanya keseimbangan dan keadilan, agar tidak mengakibatkan
pengurangan pendapatan pajak yang signifikan. Selain itu pemantauan dan
penegakan pajak yang efektif tetap diperlukan guna dapat memastikan bahwa
insentif tidak disalahgunakan. Kebijakan insentif harus sesuai dengan tujuan pajak
yang lebih besar dan tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan pajak. Dengan
menghubungkan kebijakan insentif dengan teori stewardship, pemerintah dapat
menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan wajib pajak. Insentif yang
sejalan dengan prinsip-prinsip stewardship dapat membantu membangun
kepercayaan, meningkatkan partisipasi sukarela, dan memastikan bahwa dana pajak
digunakan dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Ini, pada gilirannya, dapat
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memastikan penerimaan pajak yang lebih
besar guna dapat mendukung berbagai program dan layanan pemerintah.Hal ini
dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aini dan Nurhayati (2022) yang
penelitiannya menemukan ada pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak, Namun penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2020), Sari et al.,
(2022) yang tidak dapat membuktikan bahwa kebijakan insentif berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian pada penelitian ini
masih ditemukan adanya riset gap sehingga masih perlu dilakukan pengembangan
dalam penelitian ini.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah manfat
pajak. Menurut Sari et al., (2022) dalam Wibowo yang mengemukakan bahwa manfaat
pajak merupakan faedah atau guna yang wajib pajak rasakan setelah menjalankan
kewajibannya membayar pajak, dimana wajib pajak yang merasakan manfaatnya akn
mempengaruhi wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya. Hal ini sesuai dengan teori
stewardship yang menjelaskan bahwa pengaruh manfaat pajak terhadap kepatuhan
wajib pajak dalam konteks teori stewardship berkaitan dengan cara wajib pajak
mengelola keuangannya dengan etika, transparansi, dan efisiensi guna memenuhi
kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak yang baik dan bertanggung jawab akan
memastikan keberlanjutan keuangan daerah dan pengelolaan yang efisien dan etis
sesuai dengan prinsip-prinsip stewardship.Hal ini dikuatkan dalam penelitian yang
dilakukan oleh Sari et al., (2022), Latief et al., (2020) yang menunjukkan bahwa

619 | YUME : Journal of Management, 7(1), 2024



Pengaruh Digitalisasi Pelayanan, Insentif dan Manfaat Pajak terhadap....

manfaat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Namun penelitian oleh Bahtiar dan Tambunan yang tidak dapat membuktikan bahwa
manfaat pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. sehingga
dalam penelitian ini ditemukan adanya riset gap dalam penelitian ini. Dalam
penelitian ini yang menjadi kebaruan (Novelty) dalam penelitian ini dimana yang
ditekankan dalam mengukur wajib pajak adalah pajak daerah sedangkan dalam
penelitian sebelumnya lebih difokuskan pada kepatuhan wajib pajak badan atau
orang pribadi, alasan peneliti memilih wajib pajak daerah karena masih kurangnya
peneliti sebelumnya yang meneliti mengenai faktor faktor yang mempengaruhi pajak
daerah. Obyek dalam penelitian ini adalah pada kantor Badan pendapatan daerah
(Bapenda) Kota Makassar yang visinya adalah maksimalnya peningkatan pendapatan
daerah melalui pengelolaan pendapatan daerah yang bersih, tertib, transparan,
akuntabel dan inovatif. Namun permasalahan yang terjadi selama ini bahwa target
yang ditetapkan tidak sesuai dengan realisasi, hal ini dapat disajikan data target dan
realisasi penerimaan pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah kota Makassar dari
tahun 2018 s/d 2022 melalui tabel berikut ini:
Tabel 1. Data Target dan Realisasi Penerimaan pada Badan Pendapatan
Daerah Kota Makassar Tahun 2018 s/d 2022

No Tahun Target Realisasi Sisa Target %

1 2018 1.194.753.148.000,00 947.371.868.404,00 | 247.381.279.595.00 79,29
2 2019 1.340.000.000.000,00 | 1.073.061.660.653,80 @ 256.938.339.346,20 80,08
3 2020 850.672.543.763,00 68.699.900.035.14  (18.027.356.272,14) 102,12
4 2021 | 1.005.025.000.000,00 930.261.385.437,12 74.763.614.562,88 92,56
5 2022 1.377.704.800.000,00 @ 1.195.679.384.179,82 @ 182.025.415.820,18 86,79

Sumber : Kantor Bapenda Kota Makassar, 2023

Untuk lebih jelasnya data target dan realisasi penerimaan pada Badan
Pendapatan Daerah kota Makassar selama tahun 2018 s/d tahun 2022 dapat dilihat
dalam bentuk grafik berikut ini :

REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

1,600,000,000,000.00
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1,200,000,000,000.00 1,078061,660,653.80  1,005,025,000,000.00
1,000,000,000,000.00 >*/jSll1,868,404.0 850'g;aisefg’,?gg,gg&m261,385,437.1
800,000,000,000.00
600,000,000,000.00
400,000,000,000.00
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B Target TAHUN 2018 = TAHUN 2019 @ TAHUN 2020 TAHUN 2021 | TAHUN 2022

W Realisasi 1 2 3 4 5

Gambar 1. Bagan Grafik Realisasi Penerimaan Pendapatan
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Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pendapatan terlihat bahwa
tahun 2018 dan tahun 2019 penerimaan pendapatan mengalami peningkatan. Namun
pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan karena terjadinya pandemi
covid 19, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan. Namun
peningkatan tersebut tidak sesuai dengan realisasi penerimaan pajak yang ditetapkan
oleh Badan Pendapatan Daerah. Hal ini disebabkan karena banyaknya tunggakan
pajak dari tahun 2018 s/d 2022 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Tunggakan Setoran Pajak dari tahun 2018 s/d 2022

No. Tahun Tunggakan Setoran Pajak (Rp)
1. 2018 57.404.158.897,00
2. 2019 71.463.117.765,00
3. 2020 85.912.252.514,50
4. 2021 79.638.764.850,00
5. 2022 86.817.075.225,00

Sumber : Bapenda Kota Makassar

Berdasarkan tabel 2 yakni tunggakan setoran pajak dari tahun 2018 s/d 2022,
terlihat mengalami peningkatan khususnya pada tahun 2020 dan tahun 2022.
Tingginya tunggakan setoran pajak sehingga menyebabkan penerimaan pendapatan
daerah tidak tercapai dengan realisasi penerimaan pajak. Ketidaktercapaian target
dan realisasi penerimaan pendapatan diakibatkan karena kurangnya kepatuhan
wajib pajak untuk membayar pajak daerah. Rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk
membayar pajak daerah diakibatkan oleh karena masih kurangnya wajib pajak dalam
menggunakan digitalisasi pajak, kurangnya pemahaman wajib pajak dalam
mengetahui manfaat pajak, serta rendahnya kesadaran wajib pajak akan manfaat
pajak daerah untuk pembangunan daerah, sehingga dengan permasalahan yang
terjadi selama ini dan didasari pada riset gap yang telah dikemukakan sebelumnya
maka hal ini yang menjadi alasan peneliti memilih judul penelitian “ Pengaruh
Digitalisasi Pelayanan, Insentif dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pada Bapenda Kota Makassar ”.

METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kuantitatif. Penelitian kuantitatif lebih memfokuskan desain, pengukuran dan
perencanaan yang dirinci secara jelas sebelum adanya pengumpulan sampel dan
analisa data, untuk mengukur data yang telah dikumpulkan serta menggunakan
beberapa jenis analisis statistik terhadap beberapa sampel yang representatif. Proses
pada penelitian ini sifatnya deduktif, karena dalam menjawab rumusan masalah
menggunakan konsep dan teori yang nantinya dapat dirumuskan dalam bentuk
hipotesis penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan jumlah sampel yang ditentukan
berdasarkan populasi yang ada.

Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari :
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a. Data Kuantitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang
dapat dihitung, yang diperoleh dari perhitungan jawaban-jawaban responden atas
kuesioner, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang diperoleh bukan dalam bentuk
angka-angka atau tidak dapat dihitung, yang diperoleh dari hasil wawancara
dengan pimpinan dan pegawai serta informasi-informasi yang diperoleh dari
pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik
dari individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian
kuesioner.

b. Data Sekunder. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih
lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak
lain. Data sekunder disajikan dalam bentuk tabel atau diagram.

Populasi dan Sampel

1. Populasi. Menurut Echdar (2017:261) Populasi diartikan sebagai kumpulan objek
penelitian dari mana data akan dijaring atau dikumpulkan. Populasi (universe)
adalah keseluruhan atau totalitas objek yang diteliti yang ciri-cirinya akan diduga
atau ditaksir (estimated). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pada
Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar. Menurut data yang
diperoleh dari Kantor Bapenda maka jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah
sebanyak 324.137 orang (Sumber : Bapenda Kota Makassar 2023).

2. Sampel. Menurut Echdar (2017:264) sampel adalah wakil dari populasi yang ciri-
cirinya akan diungkapkan dan digunakan untuk menaksir ciri-ciri populasi.

Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, relevan, dan lengkap,
maka dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data melalui kuesioner
merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi
seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk
dijawabnya Sugiyono (2019). Adapun isi kuesioner sebagai instrumen penelitian yang
akan diberikan kepada responden terdiri atas: a. Profil responden, meliputi: nama,
umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jabatan, dan masa kerja. b. Daftar
pertanyaan kuesioner, meliputi pertanyaan mengenai variabel penelitian. Variabel
menjadi sangat penting dalam penelitian, mengingat variabel merupakan alat dan
sarana untuk melakukan pengukuran. Kuesioner merupakan suatu cara
pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden,
dengan harapan mereka akan memberikan respon atas pertanyaan dalam bentuk
kuesioner yang telah disebarkan untuk diisi kepada responden.

Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan hal yang sangat penting di dalam kegiatan penelitian.
Hal ini karena perolehan suatu informasi atau data relevan atau tidaknya, tergantung
pada alat ukur tersebut. Oleh karena itu, alat ukur penelitian harus memiliki validitas
dan reliabilitas yang memadai. Instrumen penelitian dirancang untuk satu tujuan
penelitian dan tidak akan bisa digunakan pada penelitian lain. Kekhasan setiap obyek
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penelitian membuat seorang peneliti harus merancang sendiri instrumen yang akan
digunakannya. Susunan instrumen untuk setiap penelitian tidak selalu sama dengan
penelitian yang lain. Hal ini disebabkan karena setiap penelitian mempunyai tujuan
dan mekanisme kerja yang berbeda-beda. Adapun skala pengukurannya diukur
dengan menggunakan skala likert, dengan bobot pengukuran menurut Nurhasanah
et al., (2022:61) yaitu : 1 = Sangat Setuju (SS) = 5, 2 = Setuju (S) =4, 3 = Netral (N)=3,
4 = Tidak Setuju (TS) =2, 5 = Sangat Tidak Setuju (STS) =1

Metode Analisis Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan untuk mendapatkan data yang
relevan terhadap data yang sedang diteliti, sehingga masalah yang timbul dapat
dipecahkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua
variabel atau lebih variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis
ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel
dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau
negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel
independen mengalami kenaikan atau penurunan. Adapun persamaan atau model
regresi linear berganda yang dihasilkan adalah :

Tabel 18. Hasil Perhitungan Regresi Berganda

Model Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta
1 (Constant) 0,086 2,235
Digitalisasi Pelayanan 0,348 0,094 0,275
Kebijakan Insentif 0,264 0,087 0,237
Manfaat Pajak 0,313 0,054 0,451

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Hasil olahan data, 2024

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda diatas, maka persamaannya
diperoleh sebagai berikut: Y = 0,086 + 0,348 X1 + 0,264 X2 + 0,313 X3

Sesuai dengan persamaan regresi yang diperoleh, maka model regresi tersebut
dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

a. Konstanta sebesar 0,086 artinya menyatakan bahwa jika variabel independen
(digitalisasi pelayanan, kebijakan insentif dan manfaat pajak) tetap maka nilai
kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,086.

b. Koefisien regresi variabel digitalisasi pelayanan (X1) adalah sebesar 0,348 artinya
jika variabel independen lain nilainya tetap dan digitalisasi pelayanan mengalami
kenaikan 1 dalam satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami
peningkatan sebesar 0,348. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan
positif antara digitalisasi pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak.

c. Koefisien regresi variabel kebijakan insentif (X2) adalah sebesar 0,264 artinya jika
variabel independen lain nilainya tetap dan kebijakan insentif mengalami
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kenaikan 1 dalam satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami
peningkatan sebesar 0,264. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan
positif antara kebijakan insentif dengan kepatuhan wajib pajak.

d. Koefisien regresi variabel manfaat pajak (X3) adalah sebesar 0,313 artinya jika
variabel independen lain nilainya tetap dan manfaat pajak mengalami kenaikan 1
dalam satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar
0,313. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara manfaat
pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Analisis Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R?) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa
jauh kemampuan variabel-variabel independen mampu menjelaskan variabel
dependen. Nilai koefisien determinasi (R?) adalah antara nol dan satu. Nilai yang
mendekati satu, berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.
Tabel 19. Koefisien Determinasi (R2)
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 7292 532 517 3.33124
a. Predictors: (Constant), Manfaat Pajak, Digitalisasi Pelayanan, Kebijakan Insentif
Sumber : Hasil olahan data, 2024
Output SPSS dalam pengujian koefisien determinasi pada tabel 19
menunjukkan besarnya Adjusted R? adalah 0,517 yang berarti variabilitas variabel
dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 51,7% Sedangkan
sisanya 48,3 % dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model
regresi.

Pengujian Hipotesis

Pembuktian hipotesis tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan uji
statistik, sebagai berikut :
Uji F

Untuk menguji pengaruh secara bersama sama atau simultan variabel
digitalisasi pelayanan, kebijakan insentif, dan manfaat pajak terhadap kepatuhan
wajib pajak pada Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar maka
dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai signifikan dengan nilai Ovalue
= 0,05. Hasil pengujian secara serempak dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 20. Uji Statistik Simultan (Uji F)

Variabel Dependen Variabel Indepeynden F Sig.
Kepatuhan Wajib Digitalisasi Pelaanan 38,328 0,000
Pajak Kebijakan Insentif
Manfaat Pajak

Sumber : Hasil olahan data, 2024

Dari hasil pengujian secara serempak melalui tabel 20 maka diperoleh nilai
signikan sebesar 0,000, karena nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat
dikatakan bahwa digitalisasi pelayanan, kebijakan insentif dan manfaat pajak
memberikan pengaruh simultan atau secara serempak terhadap kepatuhan wajib
pajak pada Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar.
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Uji t
Uiji parsial bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas
yakni : digitalisasi pelayanan, kebijakan insentif dan manfaat pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak pada Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota
Makassar yang dapat diilihat melalui tabel berikut :
Tabel 21. Uji Statistik Parsial (Uji t)
Variabel Dependen = Variabel Independen Sig  Nilai Standar Ket.

Kepatuhan Wajib  Digitalisasi Pelayanan = 0,000 0,05 Signifikan
Pajak Kebijakan Insentif 0,003 0,05 Signifikan
Manfaat Pajak 0,000 0,05 Signifikan

Sumber : Hasil olahan data, 2024
Berdasarkan tabel 21, dapat disimpulkan hasil uji parsial (uji t) dari masing-

masing variabel independen.

1) Pengaruh Digitalisasi Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2) Berdasarkan hasil pengujian regresi, maka diperoleh nilai signifikansinya adalah
sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa digitalisasi pelayanan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat
diartikan bahwa penerapan teknologi digital dalam layanan pajak telah
membantu meningkatkan ketaatan dan kepatuhan wajib pajak terhadap
kewajiban perpajakan.

3) Pengaruh Kebijakan Insentif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

4) Berdasarkan hasil pengujian regresi, maka diperoleh nilai signifikansinya adalah
sebesar 0,003 < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan insentif berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat diartikan
bahwa pemberian insentif oleh pemerintah atau lembaga terkait dapat secara
efektif mendorong atau mempengaruhi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban
perpajakan dengan lebih baik.

5) Pengaruh Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

6) Berdasarkan hasil pengujian regresi, maka diperoleh nilai signifikansinya adalah
sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa manfaat pajak berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan
bahwa semakin baik atau banyak manfaat pajak maka kepatuhan bagi wajib pajak
akan semakin tinggi dalam membayar pajaknya.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh temuan bahwa
digitalisasi pelayanan, insentif dan manfaat pajak memberikan pengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor Bapenda kota Makassar.
Untuk lebih jelasnya pembahasan masing-masing hasil penelitian dapat diuraikan
satu persatu sebagai berikut :

1. Pengaruh Digitalisasi Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang diolah dengan menggunakan
sistem komputerisasi program SPSS release 26 maka diperoleh persepsi jawaban
responden atas digitalisasi pelayanan secara keseluruhan dipersepsikan sudah
terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat melalui indikator pertama yakni e-filling,
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yang dipersepsikan baik alasannya karena setiap wajib pajak memiliki kemudahan
untuk menggunakan sistem e-filling pajak daerah mulai dari proses pendaftaran
hingga pelaporan pajak, selain itu dengan adanya sistem e-filling pajak daerah dapat
membantu wajib pajak dalam menghemat waktu dan biaya, sehingga tidak perlu
datang ke Kantor Bapenda. Persepsi responden mengenai e-billing yang
dipersepsikan sudah tinggi atau baik, alasannya karena wajib pajak memiliki
kemudahan dalam menggunakan e-billing pajak daerah seperti : membuat kode
billing secara online, pembayaran pajak daerah melalui ATM, serta internet banking.
Selain itu dengan sistem e-billing pajak daerah membantu wajib pajak untuk
membayar pajak daerah lebih cepat dan lebih mudah, misalnya adanya fitur
pembayaran langsung melalui ATM atau bank online. Kemudian persepsi wajib pajak
terkait dengan e-registration yang dipersepsikan sudah terlaksana dengan baik
karena sistem e-registration pajak daerah dapat membantu wajib pajak untuk
mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan cepat dan mudah, selain itu sistem
registration pajak daerah dapat membantu wajib pajak untuk memperoleh informasi
perpajakan dengan lebih lengkap, misalnya adanya fitur informasi terkait dengan
jenis-jenis pajak daerah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh
temuan empirik bahwa digitalisasi pelayanan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor Bapenda kota Makassar. Hal ini
mengindikasikan bahwa semakin baik atau tinggi digilitalisasi pelayanan yang
dilakukan oleh kantor Bapenda kota Makassar maka kepatuhan wajib pajak akan
semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Tambun et al,,
(2020) bahwa digitalisasi pelayanan pajak ialah sebuah inovasi pada layanan pajak
yang memberikan fasilitas berupa aplikasi layanan perpajakan berbasis online atau
jaringan internet kepada wajib pajak oleh pemerintah dengan kemudahan dalam
penggunaannya seperti dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Digitalisasi pajak
bertujuan untuk memberikan layanan pelaporan yang lebih kepada wajib pajak agar
patuh pada saat pembayaran pajak. Selain itu didukung dengan temuan penelitian
yang dilakukan oleh Wulandari (2021:3) dan Kania et al., (2017: 9), bahwa minat wajib
pajak dalam penggunaan aplikasi e-registration, e-filling, e-SPT dan e-billing untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri serta melunasi
kewajiban perpajakannya. Penelitian Aini dan Nurhayati (2022) serta Night dan
Bananuka (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif
yang signifikan antara penerapan sistem perpajakan elektronik dengan kepatuhan
Wajib Pajak.
2. Pengaruh Insentif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang diolah
dengan menggunakan sistem komputerisasi program SPSS release 26 maka diperoleh
persepsi jawaban responden atas kebijakan insentif termasuk dalam kategori baik
atau tinggi. Hal ini dapat dilihat dari indikator pertama yakni adanya peraturan
pengurangan pajak daerah, yang dipersepsikan baik karena dengan adanya
peraturan pengurangan pajak maka pembayaran pajak daerah jelas dan mudah
dipahami, kemudian peraturan pengurangan pajak daerah sudah efektif sehingga
dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah yang dilakukan oleh Bapenda kota
Makassar. Kemudian terkait dengan indikator adanya keadilan pemberian insentif
pajak dalam pengurangan perpajakan, yang dipersepsikan baik alasannya karena
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dengan adanya pemberian insentif pajak daerah untuk pengurangan perpajakan dan
berlaku secara adil bagi semua pelaku usaha yang terdaftar pada kantor Bapenda kota
Makassar. Sedangkan persepsi responden mengenai dampak yang ditimbulkan dari
Peraturan Daerah yang dibuat, dipersepsikan baik karena peraturan daerah terkait
dengan pengurangan pajak daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan wajib
pajak, selain itu dampak yang ditimbulkan dengan peraturan daerah khususnya yang
berhubungan dengan pengurangan pajak daerah dapat memberikan kepatuhan bagi
wajib pajak. Hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh temuan empirik bahwa
kebijakan insentif memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak pada Bapenda Kota Makassar. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin
baik pemberian insentif maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajaknya. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Zahna (2021) bahwa
insentif pajak merupakan bagian dari fasilitas perpajakan yang ditujukan untuk
mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Selanjutnya Selvi
dan Ramdhan (2020) menerangkan bahwa insentif pajak dapat berupa pembebasan
pajak, pengecualian pengenaan pajak, pengurangan pajak, dan ketentuan tarif khusus
yang diberikan, sehingga dengan adanya kebijakan insentif maka akan memberikan
kepatuhan bagi wajib pajak. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh
Rachmawati et al., (2021) menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin
banyak keringanan pajak yang ditawarkan pemerintah, semakin banyak pula wajib
pajak yang akan patuh. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi
et al., (2020) yang menyatakan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini sejalan dengan
temuan Rachmawati et al.,, (2021) dan tidak sejalan dengan penelitian Dewi et al.,
(2020).

3. Pengaruh Manfaat Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada
responden yakni wajib pajak maka diperoleh persepsi jawaban responden atas
manfaat pajak secara keseluruhan dipersepsikan cukup baik. Hal ini dapat dilihat
melalui indikator pertama yakni fasilitas dan infrastruktur, dipersepsikan cukup baik
karena sebagian wajib pajak mengatakan bahwa penerimaan pajak daerah
memberikan manfaat untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas dan
infrastruktur daerah, begitu pula bahwa dengan adanya pajak daerah yang diterima
dapat meningkatkan aksebilitas dan mobilitas masyarakat. Kemudian pada indikator
pertahanan dan keamanan, dipersepsikan cukup baik karena pajak daerah yang
dipungut dapat digunakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,
serta setiap dana yang diterima dari pemungutan pajak daerah dapat menjaga
otonomi daerah dalam membiayai pembangunan. Persepsi responden terkait dengan
subsidi pangan masyarakat dipersepsikan cukup baik, karena penerimaan pajak
daerah belum merasa dalam meningkatkan daya beli masyarakat, serta pajak daerah
yang dipungut belum dapat menurunkan angka kemiskinan yang ada di masyarakat.
Sedangkan indikator mengenai kelestarian lingkungan hidup dan budaya, yang
dipersepsikan baik karena pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan selama ini
dapat melestarikan lingkungan dan budaya daerah, serta dengan adanya pajak
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daerah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat
daerah. Dari hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh temuan empirik bahwa
manfaat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajak pada Bapenda kota Makassar. Hal ini mengindikasikan
bahwa semakin baik atau banyak manfaat pajak maka kepatuhan bagi wajib pajak
akan semakin tinggi dalam membayar pajaknya. Hal ini sesuai dengan teori yang
dikemukakan oleh Wibowo (2018) bahwa kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi
oleh kesadaran akan tanggung jawab sosial. Meskipun manfaat pajak dapat menjadi
insentif yang signifikan, faktor-faktor moral, kepatuhan hukum, dan kesadaran akan
kontribusi pada pembangunan negara juga memiliki peran dalam memotivasi wajib
pajak untuk mematuhi kewajiban wajib pajak. Manfaat pajak merupakan asumsi atau
penilaian wajib pajak tentang manfaat yang akan didapatkan oleh wajib pajak dari
apa yang telah dibayarkan Manfaat yang dirasakan wajib pajak adalah guna atau
faedah yang dirasakan oleh wajib pajak setelah membayar pajak (Wibowo, 2018).
Hasil penelitian ini didukung dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Latief
et al., (2020) menunjukkan bahwa manfaat pajak secara simultan dan parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat
disajikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang dapat diuraikan sebagai
berikut : 1). Hasil analisis pengaruh digitalisasi pelayanan terhadap kepatuhan wajib
pajak, maka diperoleh hasil bahwa digitalisasi pelayanan berpengaruh secara positif
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Bapenda Kota Makassar,
dengan demikian H1 diterima. 2). Dari hasil analisis pengaruh kebijakan insentif
terhadap kepatuhan wajib pajak, maka diperoleh hasil bahwa kebijakan isentif
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada
Kantor Bapenda Kota Makassar, dengan demikian H2 diterima. 3). Berdasarkan hasil
analisis manfaat pajak dengan kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa manfaat
pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada
Kantor Bapenda Kota Makassar, dengan demikian H3 diterima.
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